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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur 

menjadi salah satu program utama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur maka diperlukan 

tanah sebagai wadah untuk melakukan pembangunan. Tanah yang digunakan 

dapat berupa tanah negara bebas maupun tanah negara yang sudah ada haknya. 

Ketersediaan tanah negara “bebas” meliputi tanah yang sama sekali belum 

memiliki hak di atasnya atau diduduki oleh orang atau pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya sangatlah terbatas (Sitorus 2004, 1). Keterbatasan akan 

tanah ini yang mengharuskan pemerintah menyediakan tanah untuk 

kepentingan pembangunan melalui kegiatan pengadaan tanah. 

Pengadaan tanah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh 

pemerintah. Semakin maju suatu masyarakat maka akan semakin banyak 

pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Apabila hak atas 

tanah milik individu dihadapkan pada kegiatan untuk kepentingan umum maka 

kepentingan umumlah yang harus didahulukan (Zakie 2011, 189). Pemerintah 

berhak mendapatkan tanah untuk kepentingan umum akan tetapi harus 

menghormati hak warga negara masyarakat (Sitorus dan Limbong 2004, 1). 

Oleh karena itu pemerintah mengatur proses pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  

Pelaksanaan pengadaan tanah memberikan berbagai pengaruh terhadap 

masyarakat baik masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung. 

Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2011) 

mengemukakan bahwa dengan adanya pengadaan tanah untuk pembangunan 

Jalan Hertasning Baru Makassar mendorong semakin lancarnya aksesibilitas 

pada daerah atau kawasan sekitarnya sehingga mendukung terjadinya 

pembangunan pada kawasan tersebut. Selanjutnya menurut Handayani dkk. 



2 
 

(2016), pengadaan tanah memberikan pengaruh positif terhadap kondisi 

masyarakat terdampak pengadaan tanah Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa dengan adanya 

pengadaan tanah akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup 

masyarakat yang berupa peningkatan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, 

sosial dan psikologis. Namun demikian, pengadaan tanah tidak hanya 

membawa dampak positif bagi masyarakat. Menurut kajian yang dilakukan 

oleh Marlianawati, dkk (2019) menyebutkan bahwa masykurohKebutuhan 

akan tanah sebagai lokasi pembangunan ini mengakibatkan masyarakat harus 

mengalami penggusuran dan terpaksa harus meninggalkan tanahnya sebagai 

ganti pembangunan fasilitas umum.  

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang menjadi 

lokasi pembangunan infrastruktur, yaitu dengan dibangunnya infrastruktur 

sarana dan prasarana Kereta Api Makassar – Parepare. Menurut Direktorat 

Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan, dengan adanya Kereta Api 

Makassar Parepare akan meningkatkan konektivitas antar daerah dan 

perekonomian akan maju.  Selain itu Kereta Api Makassar-Parepare 

diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi dan menekan biaya 

pengiriman di Pulau Sulawesi. Kereta api ini nantinya tidak hanya digunakan 

untuk mengangkut penumpang, akan tetapi juga akan digunakan untuk 

angkutan komoditi lainnya (Kompas 26 November 2018). Salah satu daerah 

yang dilakukan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api 

adalah Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

Objek pengadaan tanah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana 

Kereta Api Makassar-Parepare sebagian besar merupakan lahan pertanian. 

Pembangunan ini berdampak pada perubahan fungsi lahan pertanian menjadi 

rel kereta api, gudang maupun stasiun. Pembangunan yang memaksa alih 

fungsi lahan tentu saja berpengaruh terhadap perubahan lingkungan di sekitar 

lokasi tersebut. Selain mengakibatkan hilangnya lahan pertanian milik 

masyarakat, dampak lain yang ditimbulkan oleh aktivitas alih fungsi lahan 

tersebut diantaranya berupa terjadinya banjir yang melanda lokasi tersebut. 
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Akibatnya kondisi ini mendorong semakin berkurangnya lahan pertanian yang 

dimiliki oleh masyarakat (Darwis 2020). Dengan demikian banyak petani yang 

akan kehilangan tanah pertaniannya sehingga pada akhirnya akan 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi. 

Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Kereta Api Makassar-

Parepare mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan tanah. Berdasarkan 

hasil observasi, perubahan penggunaan tanah tidak hanya terjadi di sepanjang 

koridor rel kereta api, namun juga terjadi di sekitar daerah pembangunan. 

Diketahui bahwa saat ini bidang-bidang pertanian yang berada di sekitar salah 

satu lokasi pembangunan stasiun telah dialih fungsikan menjadi tanah non 

pertanian berupa kavling untuk pembangunan perumahan baru. Rencana 

pembangunan perumahan pada lahan yang semula merupakan tanah pertanian 

tersebut rupanya menarik minat masyarakat terutama di tengah tingginya 

kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal. Tidak hanya pada lokasi 

pembangunan tetapi juga mempengaruhi keadaan di sekitar lokasi tersebut. 

Akibatnya, alih fungsi lahan pertanian yang kemudian diikuti dengan 

pembangunan pemukiman memicu terjadinya kenaikan harga lahan 

(Masykuroh dan Rudianto 2016). Harga tanah pertanian jauh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan harga tanah non pertanian sehingga sangat menggoda 

para pemilik lahan untuk melakukan alih fungsi (Lestari 2019). Jika tidak 

segera diatasi, meningkatnya alih fungsi lahan ini akan menimbulkan dampak 

negatif seperti polusi udara, dan berkurangnya daerah resapan air yang dapat 

mengakibatkan banjir (Risnawati 2011). Perubahan penggunaan tanah di 

sekitar daerah pembangunan tidak terlepas dari pengaruh penduduk, 

aksesibilitas, prasarana dan sarana, daya dukung lahan, ekonomi dan kebijakan 

pemerintah (Tambajong, dkk 2016) 

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum juga akan 

mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Secara umum, pengadaan tanah 

akan membawa perubahan yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang mulai 

mengenal transportasi dan komunikasi modern (Darwis 2020). Perubahan 

sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi ataupun pembangunan 



4 
 

secara alamiah maupun terencana tentunya akan mengubah perilaku 

masyarakat. Pada dasarnya pembangunan dimaksudkan untuk menuju keadaan 

yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat (Miswanto dan Safaat 2018), oleh sebab itu perubahan sosial 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi perubahan tersebut 

sering menjadi tak terkendali dan menimbulkan banyak permasalahan 

(Suryono 2020). 

Selain mempengaruhi kondisi sosial, pembangunan infrastruktur juga 

akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Pembangunan 

melalui pengadaan tanah yang berasal dari tanah pertanian tentu saja menuntut 

adanya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan pertanian 

menjadi non pertanian bukanlah perkara sepele sebab sebagai sumber 

penghidupan masyarakat. Hilangnya lahan pertanian membawa implikasi yang 

kompleks bagi kehidupan sosial masyarakat. Hilangnya lahan pertanian dapat 

menyebabkan langkanya bahan pangan sehingga harga bahan pangan yang 

tersedia di pasaran semakin mahal. Sedangkan bagi petani yang kehilangan 

lahan pertaniannya berarti telah kehilangan lapangan pekerjaan sehingga 

terpaksa harus mencari penghidupan di sektor lain bahkan dapat mendorong 

terjadinya urbanisasi. Dampak lain yang juga dapat terjadi yaitu hilangnya 

minat generasi muda kurang untuk melakukan pekerjaan di bidang pertanian 

serta dampak lingkungan diantaranya berupa rusaknya saluran irigasi 

(Sihaloho, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian terkait 

perubahan penggunaan tanah di lokasi pembangunan infrastruktur sarana dan 

prasarana kereta api dan juga perubahan penggunaan tanah di sekitar lokasi 

tersebut. Selain itu peneliti juga akan mengkaji mengenai dampak sosial yang 

dirasakan masyarakat terdampak langsung terhadap pengadaan tanah di lokasi 

pembangunan gudang kereta api. Dengan demikian penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu “Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Dan Kondisi 

Sosial Masyarakat Akibat Pengadan Tanah (Studi Kasus Pembangunan 
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Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kegiatan pengadaan tanah untuk infrastruktur transportasi akan selalu 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan tanah yang berada di sekitar 

daerah pembangunan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur sarana dan 

prasarana kereta api akan memicu perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi non pertanian yang berada di sekitar daerah pengadaan tanah sehingga 

mengakibatkan penurunan jumlah luasan lahan pertanian di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru. 

 Adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana juga akan 

mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang terdampak. Masyarakat 

terdampak ini meliputi petani penggarap yang kehilangan lapangan pekerjaan. 

Hal ini membuat petani kehilangan lapangan pekerjaan dan harus mencari mata 

pencaharian yang lain. Sedangkan bagi tanah-tanah yang berada di sekitar 

lokasi pembangunan, akan berdampak pada harga tanah yang meningkat 

berkali kali lipat. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis seberapa besar alih fungsi 

lahan yang terjadi pada daerah pembangunan infrastruktur sarana dan 

prasarana kereta api dan daerah sekitarnya di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi pembangunan 

rel kereta api dan gudang. Disamping itu juga melihat dampak sosial yang 

dirasakan masyarakat terdampak pengadaan tanah di lokasi pembangunan 

gudang kereta api. Adapun batasan masalah yang dimaksud meliputi: 

1. Analisis perubahan penggunaan tanah dan dampak perubahan penggunaan 

tanah pada daerah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta 

api dan daerah sekitarnya di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 



6 
 

2. Kondisi sosial masyarakat terdampak pengadaan tanah di lokasi 

pembangunan gudang kereta api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Memetakan perubahan penggunaan tanah dan yang terjadi dan dampak 

perubahan penggunaan tanah pada daerah pembangunan infrastruktur 

sarana dan prasarana kereta api dan daerah sekitarnya di Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru 

b. Mengetahui kondisi sosial masyarakat yang terdampak pengadaan 

tanah di lokasi pembangunan gudang kereta api di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah: 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di sekitar daerah pengadaan 

tanah dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah dan tim pengadaan tanah dalam merumuskan kebijakan 

untuk menekan perubahan penggunaan tanah di lahan pertanian. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api berdampak 

pada perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tanete Rilau. Penggunaan 

lahan yang paling tinggi mengalami perubahan yakni lahan pertanian yakni 

sawah yang mengalami penurunan luas hingga 37,77 Ha dan tegalan seluas 

12,40 Ha. Pembangunan rel kereta api dibanguan diatas lahan sawah seluas 

34,97 Ha, tegalan seluas 12,40 Ha dan gunung batu seluas 1,41 Ha. 

Sedangkan pembangunan gudang kereta api dibangun diatas lahan sawah 

seluas 2,80 Ha. Sedangkan untuk perubahan penggunaan tanah di sekitar 

daerah pembangunan sampai saat ini belum ada perubahan.  

2. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan adalah 

seringnya terjadi banjir yang mengakibatkan petani gagal panen, rusaknya 

rumah warga akibat pembangunan di daerah gunung batu dan harga ganti 

rugi untuk pengadaan tanah infrastruktur sarana dan prasarana kereta api 

mempengaruhi harga tanah yang berada disekitarnya. 

3. Dampak sosial yang dirasakan petani penggarap adalah berkurangnya 

lahan garapan hingga kehilangan pekerjaan, seringnya terjadi banjir yang 

mengakibatkan gagal panen dan susahnya akses ke sawah-sawah yang 

berada di sekitar daerah pembangunan gudang kereta karena tidak adanya 

akses jalan. Hal ini membuat biaya untuk menggarap sawah menjadi lebih 

meningkat. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengajukan surat ke pihak pengelola 

pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api terkait 

pembangunan saluran irigasi agar tidak lagi terjadi banjir di sekitar area 
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pembangunan yang mengakibatkan gagal panen dan terendamnya jalan 

desa.  

2. Mengusulkan kepada pihak pengelola infrastruktur sarana dan prasarana 

kereta api agar dapat menggandeng tenaga kerja lokal sehingga membuka 

lapangan kerja baru bagi masyarakat di Kecamatan Tanete Rilau.  Dengan 

demikian pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

sekitar pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api.   
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